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ABSTRAK

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibentuk agar penvelesaian sengheta
dapat diselesaikan dengan cara mudah, murah dan cepat karena Undang-Undang
Nomaor £ tahun 1999 rentang Perlindungan Konsumen menentukan dalam tenggang
waklu 21 hari kerja, BB wijib memberikan puiy berperan penting
didalam penyelesad MISLITIED. &1 istri
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yang mempengs
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ABSTRACT

The Consumer Dispute Settlemens Ageney was formed so that dispute
resolution can be resolved in an easy, cheap and fast way because Law Number & af
199V concerning Consumer Protection stipulates that within a grace period of 21
working davs, BPSK i ‘ ¢ an imporiant role in

resolving consumg vy, and Majesti
Hotel Pekanfig we

fesgribe the current

Bear cis they are,

The ot in resolving
consumer dis Mafestiqg Hovel
f“ehmﬁm fiel \ % BPSA 55 can be seen
in sme_rm' Stages, S ' : - ﬂ sult elther in
BPSK itself i [ and the next
stage ar the affect the rode of
BPSKE Consu, T Iinm 2 ney il Ho Extig Pekanbary fcase
stugy No 260/ F " LT I w e performance o
BPSK. then ihe |26k o fram BPS G" 'mpcﬁ;?m BFEK.!‘E{
that parties who ] canite a lawsuit to the

District Court,
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Internasional, Sinar Grafika. Jakarta. 2011. him. 2
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Disamping penyelesaian sengketa secara litigasi, dalam praktik terdapat
aternative penyelesaian sengketa (APS) atau ADR (Alternative Diputes Resolution),

yaitu arbitrase.*

dikuasa s 0l €  Oasar kesepakatan

mereka. ad S Va 5l z nor 30 Tahun 1999

kerjasama yang lebih harmo
3. Mediasi: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

41bid., him. 2
® Ibid., him. 7



4. Konsiliasi: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan
para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
5. Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan
sesuai dengan bidang keahliannya.®
Selain media ADR (Alternative Diputes Resolution) yang dikemas secara
modern perlu juga digali kembali| potensi: media penyelesaian sengketa yang sudah
tumbuh secara tradisional dalam masyarakat hukum adat. Berbicara tentang lembaga
adat sebenarnya sudah dari zaman dahulu kita mengenanya dan telah lama
dipraktekkan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi atau sengketa yang ada
di dalam masyarakat hukum adat. Cara ini ditempuh diantaranya untuk mengurangi
biaya perkara yang mahal karena dalam proses pengadilan berindikasi akan ada pihak
yang menang dan yang kalah. Pihak yang kalah akan merasa dirugikan karena adanya
putusan sehingga prosesnya, akan memakan waktu yang lama dan berbelit-belit.
Selain itu juga terjadinya penumpukan perkara yang terjadi di Mahkamah Agung
yang memer|ukan penyelesaian yang cepat.
Penyel esaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara mediasi
dan memanfaatkan lembaga atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “Pemerintah membentuk

6 .

Ibid., him 7-8
" Lili Suarni, Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Adat di Nagari Kambang Kecamatan
Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, (Program Pascasarjana Universitas Andalas, Tahun 2008)



badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah tingkat 11 untuk penyelesaian
sengketa konsumen diluar pengadilan”.8

Medias merupakan model penyelesaian sengketa dimana pihak luar tidak
memihak dan netral (mediator).dan menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang
sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan (win-win solution).’

Pengaturan mengenai_medias dapat/ ditemukan dalam ketentuan pasal 6 ayat
(3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Perlindungan
Konsumen . Ketentuan mengenal mediasl yang diatur dalam pasal 6 ayat (3) UU No.
30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Perlindungan Konsumen adalah merupakan
suatu proses kegiatan sebagal kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh
para pihak menurut ketentuan pasal 6 ayat (2) UU No0.30.Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Perlindungan Konsumen.'> Menurut rumusan dari pasa 6 ayat (3)
undang-undang No.30 tahun, 1999 tentang Arhitrase dan Perlindungan Konsumen
tersebut dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda
prndapat diselesalkan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun
melalui seorang mediator.**

Untuk meningkatan  kemakmuran..masyarakat serta upaya mendorong

peningkatan taraf hidup tidak terlepas dari penyediaan tenaga listrik. Mengingat arti

® Kurniawan, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Di Indonesia (kgjian yuridis terhadap permasalahan dan kendala BPSK), Jurnal 1lmu Hukum,
Fakultas Hukum Univerditas Mataram, Tahun ke-41, him. 4

® Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), Cita Aditya Bakti,
Bandung,2003,him 12 sebagaimana di kutip oleh Talib, Idris “Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Mediasi. ”’Lex Et Societatis 1.1 (2013)

0 Bryan A. Garner, Black’s and Law Dictionary, Editor in Chief, 2004, him. 1003.

1 1bid., him 1003



penting listrik dalam kehidupan masyarakat, maka penyediaan tenaga listrik dikuasai
oleh negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh PT. PLN (persero) selaku badan
usaha milik negara Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dibentuk
berdasarkan Undang-undang nemor 30 tahun.2009 tentang ketenagalistrikan.*

Dalam hal ini pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya sebagamana
telah diatur dalam pasal 7. Undang-Undang. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, dimanapasal tersebut menyebutkan bahwa:

“kewajiban pelaku usaha adalah :

=

Beritikad baik dalam mel akukan kegiatan usahanya;

Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengena kondis dan

jaminan barang dan/etau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,

perbaikan dan pemeliharaan;

3. Memperlakukan atauu melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdesarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku;

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garans atas
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat

penggunaan, pemakaian dan pemanfaaian barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan;**

Sengketa konsumen dapat diselesakan melalui Pengadilan ataupun luar

N

Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak. Dalam Pasal 45 Undang-

12 Septian Adi Chandra, Skripsi:”Perlindungan Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Dalam
Rangka Pemeliharaan Jaringan Oleh PT.PLN (PERSERO) Rayon Kudus Kota” (Semarang:
Universitas Negeri Semarang, 2013)

3 pasal 7 Undang-undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Y Sri Arlina, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik” UIR
Law Review. Vol 02 No. 01 Tahun 2018. HIm 324



Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menyebutkan
unsur-unsurnya antara lain: adanya kerugian yang diderita oleh konsumen, gugatan
dilakukan terhadap pelaku usaha dan dilakukan melaui pengadilan. *> Dimana pada
pasal 45 menyatakan bahwa:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui
lembaga yang bertugas-menyel esaikan sengketa antara konsumen dan pelaku
usaha atau mel alui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau
diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai mana dimaksud pada ayat (2)
tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang.

4. Apabila” telah dipilih_upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar
pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya
tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak
yang bersengketa '

Berdasarkan pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan dapat
menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa

antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan

5 Kurniawan, Op.Cit., him. 4
1® pasal 45 Undang-undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



peradilan umum.”, melalui ketentuan ini dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan
sengketa konsumen, terdapat 2 pilihan yaitu:
1. Meldui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan
pel aku usaha, atau
2. Melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum."’
Salah satu sengeketa konsumen Aistrik ini berawal ketika bapak Piter
Wongso selaku Direktur Hotel Majestiq Pekanbaru melakukan pembayaran tagihan
listrik a.n H. Ahmad royan dengan tagihan listrik sebesar Rp. 7.780.919 (tujuh juta
tujuh ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan belas rupiah), dengan ukuran
stand meter : 01026400-01567600. Dan karena jumlah tagihan yang membengkak
dan perhitungan terakhir stand meter yang menempel di dinding berbeda dengan
jumlah di struk pembayaran rekening listrik. Dan ketika mengajukan klaim keberatan,
pihak PLN Rayon Pekanbaru Kota barat . (bapak Irsad) mengatakan bahwa
konsumen mengalami tunggakan dan kurang bayar selama satu tahun, sebesar Rp.
110.483.334,- (seratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus
empat delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga.puluh empat rupiah). kemudian
dilakukannya pemeriksaan terhadap alat ukur dan pembatas (APP) oleh pihak PLN

Rayon Pekanbaru Kota barat dengan catatan hasil pemeriksaan “Kwh Meter Bagus”

7 Ahmadi Miru & Sutarman Y odo. “Hukum Perlindungan Konsumen” cet.10. Jakarta. Rajawali Press,
2017. him 227



dan Konsumen merasa tidak pernah mengalami hal tersebut dan merasa dirugikan
atas yang terjadi.’®

Alasan pihak PLN melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru
karena merasa keberatan dengan_putusan.medias yang di putuskan oleh BPSK
(Badan_ penyelesaian  Sengketa Konsumen) Kota Pekanbaru  Nomor
048/Pts/BPSK/1X/2016 tanggal, 2070kiober 2016 yang menyatakan tagihan sebesar
sebesar Rp. 110.483.334,- (seratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu
tigaratus empat delapan puluh tigaribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) tidak sah
demi hukum kemudian membebaskan pihak pemohon (Hotel Majestiq) dari biaya
tagihan sebesar sebesar Rp. 110.483.334,- (seratus sepuluh juta empat ratus delapan
puluh tiga ribu-tiga ratus empat delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat
rupiah) dan menghukum pihak termohon PT PLN (Persero) untuk memasang kembali
aliran listrik dan sertakWh listrik yang telah dicabut seperti semula.*®

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu
lembaga khusus yang yang dibentuk dan diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-
Undang Perlindunga Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan
sengketa atau perselisihan amtarakensumen dan pelaku usaha.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibentuk agar penyelesaian

sengketa dapat diselesaikan dengan cara mudah, murah dan cepat karena Undang-

'8 putusan Nomor 260/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Pbr
19 .
Ibid.,
% Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Rajagrafindo Persada, Jakarta; 2005, him. 73
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Undang menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja, BPSK wajib memberikan
putusannya.*
Proses penyelesaiannya pun diatur sangat sederhana dan sgauh mungkin

dihindari dari

Konsumen

Listrik

@j
-
s
"

,
\ ¢

2. Apa Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Peran BPSK (Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen

2 yusuf Sofi dan Somi Awan, “Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan
Mendasar BPSK”, Piramedia, Jakarta, 2004, him 17
2 1pid., him 19



Antara PLN (Perusahaan Listrik Negara) Dengan Hotel Majestiq Pekanbaru
(Studi Kasus No.260/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Pbr) ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini.adal ah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)
Daam Penyelesaian Sengketa: Konsumen Antara PLN (Perusahaan Listrik
Negara) Dengan Hotel Mg estiq Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Peran BPSK (Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen
Antara PLN (Perusahaan Listrik Negara) Dengan Hotel Mgjestiq Pekanbaru.

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan :

1. Untuk mengetahui proses penyel esaian sengketa secara non-litigas

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dan wawasan terkait
dengan Peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Daam
Penyelesaian Sengketa Konsumen Antara PLN (Perusahaan Listrik Negara)
Dengan Hotel Maestig Pekanbaru. sehingga dapat menjadi penyelesaian
sengketa non-litigas yang diakui masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka
1. Teori Perlindungan Hukum
a. Pengertian Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

10
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masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum atau dengan kata lain perlindungan adalah berbagai upaya hukum yang

harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik

diberike

bersifat

melalui ketentuan hukum

% satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sudah Berubah, Jurnal
Masalah Hukum, 1993

# Hans kelsen, 1944, General Theory Of Law And State, New Y ork. Him. 65

% | Gusti Agung Oka Diatmika, Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan
Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik. HIm 152

11
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b. Jenis Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi

masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesual

mewujudkan

6 | TESSR A bt 1

dengan atura ketentraman sehingga

30al - manusia.

Sengketa adal ah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh

pihak lain. Para pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini

% Gusti Ayu Novita Santi, Ni Putu Rai Y uliartini, Dewa Gede Sudika Mangku “Perlindungan Hukum
Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng” Vol.2 N0.3
Tahun 2019, him 221

" Ipid.,

% pid.,

12



kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan
pihak pertama, maka terjadilah perbedaan pendapat yang dinamakan sengketa atau
konflik dengan berbagai sebab. Sengketa atau konflik hakikatnya merupakan
bentuk aktualisasl dari suatu. perbedaan dan/atau pertentangan antara kedua belah
pihak-atau lebih?

Untuk melihat dan. menyikepi konflik, hal yang perlu diperhatikan adalah
memahami akar dari” masalah tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dan diamati
adalah masalah apa yang dipersengketakan (objek sengketa), para pihak yang
bersengketa (subjek sengketa), dan pendekatan apa yang harus dilakukan dalam
penyelesaian konfliknya *

b. Pengertian Penyelesaian Sengketa
Setigp masyarakat memiliki berbagal cara untuk memperoleh kesepakatan
dalam proses perkara ratau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik.*
Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian
sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan kemudian berkembang
proses penyel esaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan.®
1) Penyelesaian sengketalitigasi

Litigass adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua

pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain  untuk

# Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2013, him. 5

% Asep Yunan, dkk. Panduan Pelatihan Mediasi Konflik Sumber Daya Alam, Scale Up dan IMN,
Pekanbaru, 2012, him. 23

%! Ibid, him. 170

¥ Rachmadi Usman, Op.cit, him. 5

13
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mempertahankan hak-haknya. Penyelesaian sengketa melalui litigas tentu
harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal di

pengedilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan suatu

ian sengketa melalui

litigasi ad yo | ) tu menang dan pihak

3 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Medias,
Ajudikasi, & Arbitrase, Visimedia, Jakarta, 2011, him. 9

% Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawnata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan
Praktik, Mandar Maju, Bandung, 1995, him. 142

% Rachmadi Usman, Op.cit. him. 17

% Jimmy Joses Sembiring, Op.cit. him.12

14



2) Penyelesaian sengketa non-litigasi

Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam
pengadilan kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui
kerjasamadi luar pengadilan.®’

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum
(close door session)_dan ‘Kerahasiaan para pihak terjamin (onfidentiality),
prases beracara lebih cepat dan efesien. Proses penyelesaian sengketa di luar
pengedilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan
administratif sebagaimana bercara di pengadilan umum dan bersifat win-win
solution. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini- dinamakan APS (
Alternatif Penyelesaian Sengketa).®

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian
sengketa atau beda pendapat melaui prosedur yang disepakati para pihak,
yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosias,
mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Alternatif penyelesaian sengketa yang
dikena di Indonesia pada saat ini adalah negosiasi yang merupakan salah satu
strategi penyel esaian sengketa, ‘dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan

persoalan mereka melalui proses musyawarah atau perundingan.®

3" Rachmadi Usman, Op.cit, him. 5

% Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Telaga [Imu Indonesia,
Jakarta, 2009, him. 2

¥ Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda Rizky Febrina, “Efektivitas dan Efisiensi

Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia”.
Privat Law | 2, No. 4 (2014) him. 7

15
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Secara umum penyelesaian sengketa (perdata), baik nasional maupun

internasional, dapat dilakukan melalui berbagai cara, antaralain :*°

a. Negosiasi

atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau

menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi

;“1’ Gunawan Widjajadan Ahmad Y ani, Hukum Arbitrase, (Jakarta:Rajawali Pers,2003) him 60

Ibid.,
“2 Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sinar
Grafika, Jakarta, 2012, him. 314

16
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berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari

para pihak.*”

d. Konsultasi

pbersifat personal antara

‘m!ﬂ‘ﬁ\‘ .03. ihak lain yang

\\“,é
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&
2
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:
2
3

“® Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis) Cet. Ke-1, (Bandung :
Citra Aditya Bakti, 2000) him. 12

“ Peter Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2006, him. 32

> Munir Fuady., Op.cit., him. 20
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3. Tinjuan Umum Tentang Perlindungan Konsumen
a. Pengertian Perlindungan Konsumen .

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, mengatakan bahwa * Perlindungan Konsumen adalah
segadla upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen.” Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang
luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari
tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa sehingga sampal kepada
akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.*

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen telah memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, yaitu harapan
agar konsumen mendapatkan perlindungan yang layak untuk kerugian yang
dideritanya akibat mengkensumsi suatu barang atau jasa.*

Pada hakekatnya, terdapat 2 instrumen penting yang menjadi landasan
kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang
Dasar 1945, schagai sumber dari segala sumber hukum di  Indonesia,

mengamanatkan bahwa " pembangunan..nasional bertujuan untuk mewujudkan

46 Zulham, Hukum Perlindungan konsumen, Kencana, Jakarta, 2013, him. 22

4" Hamzah, “Pengalihan Resiko Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen di Indonesia
Melalui Mekanisme Asuransi” Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 18,
No. 1 Juni 2011, him. 18

18
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masyarakat adil dan makmur. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan K onsumen.*®

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

99 Tentang Perlindungan

2 @ da
Kons Q“‘ .? adalah: %2

6) Meningkatkan barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan

keselamatan konsumen

“ 1hid.,
“ pasal 3 Undang-undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

19



c. Asas-asas Perlindungan Konsumen
Perlindungan kosnumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan,
keamanan dan keselamatan kosnumen, serta kepastian hukum. Maksudnya adalah
perlindungan kensumen diselenggarakan. sebagal usaha bersama berdasarkan lima
asas yang rel evan dalam pembangunan nasional, yaitu:>°

1) Asas manfaat, dimaksud untuk mengamanatkan bahwa segela upaya dalam
menyelenggarakan perlindungan konsumen ™ harus memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara
kesel uruhan.

2) Asas keadilan, dimaksud agar partisipas seluruh rakyat dapat diwujudkan
secara ' maksima dan memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku
usaha untuk memperoleh haknya dan mel aksanakan kewejiban secara adil.

3) Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan
kewajiban secara adil serta memberikan keseimbangan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materik dan spritual.

4) Asas keamanan “dan. keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen
dalam penggunaan pemakaian, dan pemanfaatan baran dan/atau jasa yang

dikonsumsi atau digunakan.

% Ahmadi Miru dan Sutarman Y oto, Op.cit, him. 17

20



5) Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen
mentatai hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan
perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.>

4. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelesaian Sengketa K onsumen
a. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Badan Penyelesaan, SengketasKonsumen (BPSK) adalah badan yang
bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
Anggota BPSK' terdiri atas unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha, masing-
masing unsur berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima)
orang. Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri
Perindustrian dan Perdagangan.®

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, tidak secara langsung dapat menjamin_terwujudnya penyelenggaraan
perlindungan konsumen, karena dalam pelaksanaan di lapangan penerapan beberapa
pasal dari Undang- undang ini diperlukan adanya dukungan pembentukan
kelembagaan antara lain Badan Pernyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang
berkedudukan di 1bu Kota Kabupaten atau. Dagrah Kota yang berfungsi menangani
dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan
melalui cara Konsiliasi, Medias dan Arbitrase. Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) merupakan sebuah badan yang berada dibawah Departemen

*L Sri Arlina, Op, cit him 322
%2 Zulham., Op, cit him 143.
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Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas menyel esaikan sengketa antara pelaku
usaha dan konsumen.>

b. Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

perlindungan konumen.

melakukan pelanggaran

h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang
dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang — Undang nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

% Hesti Dwi Atuti, Kendala Penyelesaian Segketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) Vol 1 No.2 Tahun 2015, him 579
54 .

Ibid.,
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i.  Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi
ahli atau setiap orang.

j.  Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain

ang melakukan

m. yang melanggar
tang Pelindungan

5. Pendliti
1) Pendlit TIVITAS MEDIAS
DALAM ONSUMEN  LISTRIK
DENGAN AN PENYELESAIAN

SENGKETA e&
2) Pendlitian terdahulu © ‘ IA BR MANIK ANALISS YURIDIS
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGGUNAAN ARUS
LISTRIK ANTARA PLN (PERSERO) DENGAN KONSUMEN (STUDI
PUTUSAN AEBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2019)
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3) Pendlitian terdahulu oleh RETNO NOVIYANTI ANALISS YURIDIS HAK-
HAK KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA

KONSUMEN TERHADAP PT.PLN (PERSERO) MEDAN (PUTUSAN NOMOR

didalam judul

agar tidak ada

dalah suatu lembaga

tingkat Il untuk

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.®®

% Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, PT. Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta 2014

% Gunawan widjaja. Op.cit him 76

> https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa. Diakses pada tanggal 21 Juni 2022

% Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
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5. PLN (Perusahaan Listrik Negara) adalah sebuah badan usaha milik Negara
yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia.*
6. Hotel Mgjestiq adalah sebuah hotel bintang Il yang beralamat di J. Juanda
kota Pekanbaru
7. Studi Kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial .*°
8. Kasus. No0.260/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN ,Pbr adalah kasus antara konsumen
(Hotel Majestiq) dengan Pelaku usaha PLN (Perusahaan Listrik Negara)
F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah penelitian yang disusun secara sistematis. Agar
menghasilkan penelitian yang lebih baik dan terarah, maka disini penulis
menggunakan sebuah metode untuk menjelaskan dan menjawab seluruh pokok
permasal ahan, adapu metode yang digunakan adalah sebagal berikut :
1. Jenisdan Sifat Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis memilih studi Normatif empiris, yaitu studi
hukum, yang dilakukan melalui analisis langsung dan penelitian masalah melalui
hasil putusan dan wawancara. Menurut penulis, metode ini akurat, mudah untuk
pengumpulan data, dan bertujuan.untuk mengumpulkan informasi dan
memahami semua kegiatan yang sedang berlangsung, yang menjadi subyek studi
penelitian tentang Peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

Dadam Penyelesaian Sengketa Konsumen Antara PLN (Perusahaan Listrik

* https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara. Diakses pada tanggal 21 Juni 2022
% https://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kasus. Diakses pada tanggal 21 Juni 2022
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Negara) Dengan Hotel Majestiq Pekanbaru (studi kasus

No0.260/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Pbr).®*

Sedangkan menurut sifatnya penulis menggunakan penelitian deskriptif,

teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah,
maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada

dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

¢! Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, HIm.13-14
82 Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelgjar, Y ogyakarta, 1998, HIm.7
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primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu

untuk memahami/menganaisis bahan hukum primer. Pada penelitian ini

peneliti mengangkat Putusan Nomor 260/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Pbr sebagai

4. Metode Penarikan Kesmpulan
Daam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara
deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu
pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat

khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.
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BAB 11
TINJAUAN UM UM

A.Tinjauan Umum: Tentang Putusan Nomor 260/Pdt:Sus/2016/PN Pbr Perkara
AntaraPT PLN (Persero) Dengan Hotel M aj estiq Pekanbaru

Bahwa pada tanggal 20 april 2016, pthak dari hotel maestiq melakukan
pembayaran tagihan meteran listrik atas nama H."Ahmad Royan dengan tagihan
listrik sebesar Rp. 7.780.919,- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu Sembilan
ratus Semhilan belas rupiah) dengan ukuran stand meter :01026400-01567600,
namun karenajumlah tagihannya membengkak dan tidak pernah terjadi sebelumnya,
maka pihak hotel majestiq melakukan pengecekan terhadap meteran listrik dengan
memotret meteran dengan nama H. Ahmad Royan tersebut dengan menggunakan
handphone, namun yang terjadi adalah jumlah stand meteran/perhitungan akhir di
struk pembayaran rekening listrik-‘ternyata berbeda dengan stand meteran yang
menempel didinding dengan angka stand meteran akhir di struk pembayaran adalah
01567600, sedangkan angkat stand meteran akhir yang menempel di dinding (sesual
dengan faktanya) adalah . 12604, dengan: demikian jelas telah terjadi
kekeliruan/kesalahan dalam pencatatan angkat meteran listrik, maka dari itu pihak
hotel majestiq mendatangi pihak PLN Rayon Pekanbaru Kota Barat pada tanggal 20

april 2016 bermaksud untuk mengajukan klaim atau keberatan.®

8 putusan nomor 260/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Pbr
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Setelah mendatangi pihak PLN Rayon Pekanbaru Kota Barat, pegawai dari
pihak PLN memberi penjelasan yang diluar dari kewagjaran dan membuat pihak hotel
majestiq sangat terkegjut sekaligus keberatan dengan pernyataann pihak PLN, karena
di pegawai PLN_menuduh pihak.hotel majestig memiliki tunggakan dan kekurangan
bayar selama 1 (satu) tahun dengan jumlah total Rp. 140.000.000,- (seratus empat
puluh jutarupiah) .

Dikarenakan pihak hotel majestiq merasa tidak terima dengan hasil pertemuan
pada pertama, maka pihak hotel majestiq kembali mendatangi pihak PLN Rayon
Pekanbaru Kota Barat dan langsung bertemu dengan bapak Irsyad Harahap beserta 2
orang yang juga pegawai PLN. Didalam pertemuan ini pihak hotel majestiq
menunjukkan bukti hasil pemeriksaan aat ukur dan pembatas (APP) yang dilakukan
oleh pihak PLN Rayon Pekanbaru Kota Barat pada tanggal 27 april 2016, tercantum
stand akhir meteran adalah~12633 dengan catatan akhir pemeriksaan KWH meter
bagus. Namun bapak Irsyad selaku pihak PLN tetap mengabaikan dan menyangkal
pemeriksaan itu, dan diakhir pembicaraan pihak PLN menyatakan “bahwa memang
awanyaitu adalah kesalahan dari kami, namun selamaini pihak hotel majestiq hanya
membayar abonemen listrik sgja, namun tunggakan atau kurang bayar ini tetap harus
dibayar pihak hotel, dengan keringanan yaitu pihak hotel hanya membayar 6 bulan
saja sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah),”

Tetapi pihak hotel majestiq sangat keberatan dengan itu semua, dan meminta
pihak PLN harus jelas-jelas mengakui kesalahannya dan tidak membebankan biaya

yang dijelaskan tadi kepada pihak hotel karena belum tentu kebenarannya, hal
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tersebut juga dianggap melanggar ketentuan hukum dan asas keadilan serta kepastian
hukum, karena selama ini hotel maestiq sudah menggunakan alat elektronik yang
hemat energy lagi pula di hotel maestiq menggunakan 2 meteran rekening listrik,
sehingga tidak hanya bertumpu pada satu meteran saja, oleh karena itu tindakan yang
dilakukan oleh pihak PLN Rayon Pekanbaru Kota Barat diduga memeras dan telah
merugikan pihak hotel majestig,selaku konsumen.

Dikarenakan masih belum ada titik tengah terkait masalah ini, maka pihak
hotel majestig melibatkan penasehat hukum untuk melakukan somasi kepada pihak
PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri Area Pekanbaru Rayon Pekanbaru Kota
Barat melalul surat somasi hukum nomor 05/SK:HWA/V /2016 tanggal 03 mei 2016.
Tetapi hasil dari 3 (tiga) kali pertemuan antara pihak hotel majestiq dengan pihak
PLN berjalan aot dan pihak PLN tetap pada pendiriannya bahwa pihak PLN tidak
bersedia bertanggung jawah-atas kelalaian karyawannya dan-mengancam pihak hotel
majestiq dengan ancaman “apabila tidak dilakukannya pembayaran maka meteran
akan diputus” tetapi ternyata pada tanggal 29 agustus 2016 jam 14.00 meteran litrik
telah diputuskan sehingga biaya tagihan listrik total.menjadi sebesa kurang lebih Rp.
200.000.000,- (duaratus jutarupiah).

Pada tanggal 30 mel 2016, melalui penasehat hukum dari pihak hotel majestiq
melayangkan surat pengaduan dan memohon perlindungan hukum yang ditujukan

kepada K apolresta Pekanbaru.

30



B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen
a) Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, mengatakan bahwa “ Perlindungan Konsumen adalah
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan
kepada konsumen.” Perlindungan|konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi
perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan
untuk mendapatkan barang dan jasa sehingga sampa kepada akibat-akibat dari
pemakaian barang dan jasa tersebut.®

Sebelum lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen, konsumen dapat
memperjuangkan kepentingan-kepentingan hukumnya dengan cara memanfaatkan
instrument-instrumen hukum pokoknya tersebut, meskipun secara empiris itu tidak
begitu meningkatkan martabat konsumen apalagi mengayomi konsumen, karena
konsumen masih tetap berada pada posisi tawar (bargaining position) yang relatif
lemah, akan tetapi itu tidak berarti konsumen tidak dilindungi sama sekali.®®

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen telah memberikan harapan bagi.masyarakat Indonesia, yaitu harapan agar
konsumen mendapatkan perlindungan yang layak untuk kerugian yang dideritanya

akibat mengkonsumsi suatu barang atau jasa.®°

6 Zulham, Op,cit
¢ vy usuf Shofie, Perlindungan Konsumen, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, him. 23
% Hamzah, Op,cit, him. 18
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Daam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa, “Perlindungan konsumen
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen”. Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan
perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek
hukum.®”

Undang-Undang” Nemor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
hanya mengatur materi pokok-pokoknya sgja dalam upaya perlindungan bagi
konsumen, maka diperlukan pula peraturan-peraturan pelaksanaan yang memuat lebih
rinci dalam bentuk Peraturan Pemerintah, dalam rangka mengimplementasikan
Undang-Undang yang dimaksud untuk melindungi hak-hak dan kewajiban konsumen
dan pelaku usaha®®

UUPK pada dasarnya.telah memberikan, kesetaraan kedudukan konsumen
dengan pelaku usaha, akan tetapi konsep perlindungan konsumen sebagai suatu
kebutuhan harus senantiasa disosialisasikan untuk mencapal prinsip kesetaraan yang
berkeadilan dan juga untuk mengimbangi kegiatan.pelaku usaha yang menjalankan
prinsip ekonomi untuk mendapat keuntungan yang semaksima mungkin dengan

modal seminimal mungkin, yang dapat merugikan kepentingan konsumen.®®

67 Agustinus Samosir, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Dilakukan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK)”. Jurnal Hukum Legal Standin, STIEMURA Lubuk Linggau Musi
Rawas, Vol 2, No. 2, Tahun 2018

*pid.,

% Abdoel Djamali, 2006, Pengantar IImu Hukum Indonesia, Raja Grafindo,Jakarta, hal. 3.
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Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk
mencapal kesepakatan mengena bentuk dan besarnya ganti kerugian atau mengenai
tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita
oleh konsumen. Pola-pola penyelesaian sengketa konsumen. diluar pengadilan yang
dikehendaki UUPK merupakan pilihan yang tepat, karena jalan keluar yang
dirumuskan berisikan penyelesaian: yang . memuaskan pihak yang sedang
bersengketa:

Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya penyelesaian
sengketa konsumen diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (selanjutnya disebut sebagai 'BPSK) ‘tidak berhasil. Ini berarti
penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
menjadi prioritas tempat penyelesaian dibandingkan pengadilan. ™

Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen penting yang menjadi landasan
kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang
Dasar 1945, sebagal sumber dari segala sumber hukum di |ndonesia, mengamanatkan
bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan
makmur. Kedua, Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
K onsumen.”

Menurut Az Nasution hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari

hukum konsumen dimana terdapat azas-azas atau kaidah-kaidah yang bersifat

" Agustinus Samosir, Op, cit. him. 136
71

Ibid.,
2 1bid.,
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mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan
dengan barang dan atau jasa kosumen di dalam pergaulan hidup dan juga
mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.”

Menurut_Purba konsep-hubungan pelaku usaha dan._konsumen berpendapat
bahwa kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen
dan pelaku usaha saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada
yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi “secara aman dan memuaskan,
pada gilirannya akan menjadi promosi gratis bagi pelaku usaha. "

Teori perlindungan konsumen berhubungan dengan Perlindungan Hukum,
oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum, adapun materi
yang mendapatkan perlindungan itu bukan hanya fisk melankan haknya yang
bersifat abstrak. Dengan maksud lain pelindungan konsumen erat kaitannya dengan
perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen.?

b) Asasdan Tujuan Perlindungan Konsumen
Adapun asas — asas perlindungan konsumen sebagaimana terdapat dalam
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :
a. Asas manfaat, dimaksudkan"untuk.mengamanatkan bahwa segala upaya

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat

3 Rizka Syafriana, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”, De Lega Lata, Vol 1 No.
2 Thn 2016, HIm 430

™ Barkatullah Abdul Haim, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaks ECommerce Lintas
Negaradi Indonesia, FH Ul Press, 2009, HIm. 27

™ Setia Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-
Commerce”. Jurnal 1lmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Vol 11, No. 4 Tahun
2014
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sebesar — besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara
keseluruhan.

b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia

kesempatan kepada

1. mel aksanakan

A\ e

3 mbangan antara

lalam arti materil

navasl
Wy

aksudkan untuk

A

N

4

kepada konsumen

dan/atau jasa yang

Perlindungan konsumen juga menjelaskan tentang tujuan dari Perlindungan

Konsumen, yaitu :

® Sri Arlina, Op, cit him 322
" Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
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a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri.

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya

nenentukan dan

ngandung unsur

uk mendapatkan

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang

bertugas menangani dan menyel esaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
Anggota BPSK terdiri atas unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha, masing-

masing unsur berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paing banyak 5 (lima)

"8 Undang-undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan K onsumen Pasal 3
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orang. Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri
Perindustrian dan Perdagangan.”

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu badan
yang berada dibawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas
menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen [(BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang
dibentuk dan diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang dimana
tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen
dengan pelaku usaha ®°

Lahirnya UUPK yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 April
1999 dan berlaku secara efektif pada tanggal 20 April 2000-mengatur antara lain
keberadaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang
selanjutmya dikenal dengan . BPSK (Badan PenyelesaianSengketa Konsumen)
sebagal pelaksanaannya pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90
Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Pembentukan BPSK ini. dilatarbelakangi adanya globalisasi dan perdagangan bebas
yang didukung kemajuan teknologi dan informatika dan dapat memperluas ruang

gerak transportasi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilyah suatu Negara.®

™ Zulham., Op, cit him 143.

8 vy usuf Shofie. Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen
(UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, him. 39

8 Tegar Harbriyana Putra, 2015, Tesis. Kajian Model Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam UU
Nomor 8 Tahun 1999 (Analisis Putusan BPSK dan Putusan Banding PN Sragen). Universitas Sebelas
Maret. Surakarta. HIm. 6
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Kedudukan konsumen pada umumnya mash lemah dalam bidang
ekonomi, pendidikan dan daya tawar, oleh karena itu sangatlah dibutuhkan adanya
Undang-Undang yang melindungi kepentingan konsumen yang selamaini terabaikan,
Prinsip perlindungan konsumen.inilah yang.menjadi ruh atau jiwa dari dibentuknya
Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).%

Undang-Undang Perlindungan ‘Konsumen ini memang sengaja dibentuk
dengan beberapa pertimbangan, antara lain karena ketentuan hukum yang melindungi
kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai. Selain itu, di dalam era
globalisasi pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya
dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.®®

Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, selanjutnya
disebut dengan BPSK yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang tersebut diharapkan sebagal
sarana bagi konsumen yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban
konsumen dengan adanya kepastian hukum. Namun demikian bukan berarti bahwa
Undang-Undang ada untuk mematikan pelaku usaha, melainkan sebagai sarana untuk
berkompetisi dalam menghadapi era pasar bebas, karena pelaku usaha dituntut untuk

mampu bersaing dalam hal mempruduksi dan memperdagangkan barang dan/atau

8 Agustinus Samosir, Op, cit. him. 133
8 |bid.,
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jasa yang berkuaditas, yang pada akhirnya akan berujung untuk menciptakan
persaingan usaha yang sehat.®*

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, tidak«Secara langsung dapat _menjamin terwujudnya penyelenggaraan
perlindungan konsumen, karena dalam pelaksanaan di lapangan penerapan beberapa
pasal dari Undang- undang,«ini "diperlukan, adanya dukungan pembentukan
kelembagaan antara |lain Badan Pernyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang
berkedudukan di l1bu Kota Kabupaten atau Daerah Kota yang berfungsi menangani
dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan
melalui cara Konsiliasi, Medias dan Arbitrase. Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) merupakan sebuah badan yang berada dibawvah Departemen
Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku
usaha dan konstimen.®
b) Dasar Hukum Badan Penyelesaian Sengketa konsumen

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang
bertugas menyelesalkan persengketaan konsumen diluar pengadilan. BPSK
merupakan lembaga khusus yang dibentuk. oleh pemerintah di tiap-tiqp Daerah
Tingkat 11 untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, dimana BPSK
memiliki aturan yang telah baku terkait tugas dan wewenangnya yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta

¥ bid.,
% Hesti Dwi Atuti, Op,cit, him 579
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pembentukan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 Tentang
Pembentukan BPSK.

Adapun aturan hukum yang mendukung terbentuknya BPSK adalah : %

v
"
v
g
g
g

gan Nomor 301

&
fentang Pengangkatan

an Sengketa Konsumen

Konsumen adalah agar terciptanya perekonomian yang sehat, sehingga dalam
perputaran perekonomian serta dalam membangun perekonomian nasional para

konsumen tidak merasa dirugikan, didalam hubungannya dengan perlindungan

8 Maryanto, prosedur penyelesaian sengketa konsumen di BPSK, UNISSULA PRESS,
Semarang,2019, hal.29
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konsumen di Amerika dikena dengan adanya lembaga The Consumer Product safety
commission yang merupakan institusi pemerintah.®’

¢) TugasDan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

perlindungan konsumen.

8 Abdul Halim Barakatullah, Hukum Perlindungan Konsumen “Kajian Teoritis Pemikiran”, Nusa
Media, Bandung, 2008, him 181
% lpid.,
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. Memanggil dan menghadirkan saksi, saks ahli dan atau setiap orang yang
dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang — Undang nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Meminta_bantuan penyidik untuk _menghadirkan pelaku usaha, saksi, saks
ahli atau setiap orang.

Mendapatkan, meneliti-dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain
guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan

. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak nya kerugian dipihak konsumen.

Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran
terhadap perlindungan konsumen.

. Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar
ketentuan Undang — Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Pelindungan
Konsumen.

Pembentukan kewenangandan sekaligus fungsi dari BPSK jika dikaitkan

dengan tujuan pengaturan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan harkat

dan martabat serta kesadaran konsumen akan hak-haknya yang secara tidak langsung

juga mendorong pelaku usaha didalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan

penuh rasa tanggung jawab.®

Konsep dasar pembentukan lembaga BPSK ini adalah untuk menangani

penyelesaian sengketa yang pada umumnya meliputi jumlah nilai yang kecil, tetapi

daam pelaksanaannya tidak ada batasan nila penggjuan gugatan, sehingga

% Agustinus Samosir, Op, cit. him. 138
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dimungkinkan gugatan konsumen meliputi jumlah nilai yang kecil sampai nilai yang
besar. Keberadaan BPSK yang lebih penting adalah melakukan pengawasan terhadap
pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha dan untuk mendorong kepatuhan
pelaku usaha pada UUPK Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal. 2 Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/ Kep12/2001.%

Kewenangan BPSK .adalah penyel esaian dengan Mediasi yang merupakan
proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan perantaraan badan aternative
penyelesaian sengketa sebagal penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada
para pihak. Selain itu mediasi juga diartikan sebagai- proses mengikutsertakan pihak
ketiga (ahli-ahli dibidangnya masing-masing), dalam menyelesaikan sengketa hukum
perdata atau hukum dagang sebagai penasehat, mediator arbiter. dan bertindak sebagai
perantara, penghubung, penengah, wasit bagi para pihak yang bersengketa yang
bersengketa untuk membantu  memperoleh, \kesepakatan perjanjian dengan
memuaskan.”

Kewenangan BPSK sendiri dalam keputusan menteri hanya berwenang
dalam upaya sebaga mediator hanya berwenang menjawab pertanyaan pelaku usaha
dan konsumen jika ada pertanyaan dari kedua pihak terkait bidang perlindungan

konsumen. Keterbatasan kewenangan sebagai mediator ini cukup menghambat

% Tami Rusli, Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan
Perundangan, Jurnal Keadilan Progresif. Tahun 2012 Vol 3 No 1. Hal 90

°L Suryono, Himpunan Yurisprudensi Hukum Perpajakan Dan Arbitrase, arbitrase Dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.Elephant Book. Jakarta. 2002, HIm 230
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penyelesaian perkara sengketa konsumen, karena K eterbatasan kewenangan membuat
BPSK tidak dapat cepat bertindak dalam mengambil keputusan.®

Kendala yang dihadapi BPSK dalam upaya penyelesaian sengketa adalah
tidak adanya kepastian hukum karena nyatanya dalam penegakan hukumnya terjadi
ketimpangan dan menimbulkan kebingungan bagi para pihak yang terlibat dalam
proses implementasinya, terutama ketika masuknya peran lembaga peradilan dalam
memeriksa perkara keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) yang banyak mengalami kendala, hal seperti ini. -menunjukan betapa
terbatasnya. kemampunan hukum yang dijadikan sebagai sarana dalam mencari
keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen.*

Perlindungan  konsumen pada hakikatnya adalah segala upaya yang
menjamin terpenuhinya hak dan kewagjiban dari konsumen dan pelaku usaha serta
terjaminnya kepastian hukum, Upaya penyelesal an, sengketa konsumen melalui BPSK
menghadapi permasalahan, diantaranya terlalu kompleksnya tugas karena berfungsi
sebagal lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan termasuk pembinaan dan
pengawasan, serta Belum adanya aturan yang tegas mengenai alokasi anggaran,
kurangnya SDM anggota ‘BPSK dan rendahnya kesadaran hu kum konsumen dan

juga pelaku usaha.**

% Agustinus Samosir, Op, cit. him. 139

% Tami Rudli. Op.Cit. Hal 90

% Hesti Dwi Atuti, Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK), Jurnal Mimbar Justitia, Tahun 2015, Vol 1 No. 2, him 589



Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK, putusan BPSK sebaga hasil
dari penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, medias atau arbitrase, yang
bersifat fina dan mengikat. Pengertian final berarti bahwa penyelesaian sengketa
telah selesai dan.berakhir, Sedangkan kata mengikat artinya memaksa dan sebagai
sesuatu yang harus dijalankan, Namun jika pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal
56 Ayat (2) UUPK para pibhakT terhyata depat mengajukan keberatan kepada
Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan dari putusan
BPSK. Hal ini bertentangan dengan pengertian putusan BPSK yang bersifat final dan
mengikat tersebut, sehingoga dengan demikian ketentuan pasal-pasal tersebut saling
kontradiktif dan menjadi tidak efisien.*®
d) Sgarah .Berdirinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota

Pekanbaru

K eberadaan badan.ini merupakan amanat dari undang-undang No 8 tahun
1999 tentang perlindungan konsumen yang kemudian dipertegas oleh keputusan
presiden Nomor 23 tahun 2006 tentang pembentukan BPSK Kota Pekanbaru. Badan
penyel esaian sengketa konsumen kota pekanbaru yang dibentuk oleh pemerintah kota
pekanbaru telah dirintis sgjak ditetapkannya undang-undang Nomor 8 tahun 1999.
Namun demikian badan ini baru terbentuk dan dilantik pada Tahun 2006 oleh Wali
Kota Pekanbaru dengan fungsi utama yaitu menangani dan menyelesaikan sengketa
konsumen diluar pengadilan. Sgak kelahirannya, BPSK Kota Pekanbaru

beranggotakan 9 (Sembilan) orang anngota, terdiri dari 3 (orang) dari unsur

*1pid.,
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pemerintah, 3 (tiga) orang pelaku usaha, dan 3 (tiga) orang unsure konsumen serta
dibantu oleh 5 orang sekretariat dari unsur pemerintah.®

Untuk mendukung kelembagaan BPSK kota pekanbaru, digunakan

e 10/2001 Tentang
f. P/6/2009 Tentang
g /KEP/3/2010 Tentang

dan secretariat BPSK Kota
h. Keputusan Walikota Pekanbaru N0.637/KP/2013 Tentang pelantikan Anggota

BPSK Kota Pekanbaru.

% Maryanto, Op.,cit him 30
" Makalah sejarah berdirinya BPSK pekanbaru
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i. SK ketua BPSK Kota Pekanbaru No0.637/BPSK/SEKT/VI1I1/2013 Tentang

Penunjukan Mgjelis dan panitera persidangan BPSK Kota Pekanbaru tertanggal

19 Agustus 2012.

Cepala sekretariat :

evi Emti, SE. M.S

Anggota:

1. al . Hj. Wardah Bima.
2. ArleSusmaIndah SH., MT

MH 2. Drs. Zulnawirawan
3. Erawati, SH 3. Svafriandi. SKom
4. Aidil Fitsen, SH
5. Santoso, SH
6. Veralusina, SE

a7
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SUSUNAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIN SENGKETA KONSUMEN

DAN SEKRETARIAT PADA PEMERINTAHAN KOTA PEKANBARU PERIODE

Struktur Sekretariat Bpsk K ota Pekanbaru

Kepala Sekretariat

Anggota

: Hj.Desvi Emti.Se.,M.Si
: Drs.Zulnawirawan.M.Si
: Hj.Wardah Bima.St.,Mt

: Syafriandi Adi Dharma.,S.Kom
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(Sumber: Makalah BPSK Kota Pekanbaru)

Visi Misi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru

Vis dari BPSK adalah Berlandaskan iman dan tagwa, BPSK Kota Pekanbaru

Barat
Untuk mempelgjari sgjarah singkat berdirinya PT.PLN (Persero) Rayon
Pekanbaru Kota Barat, kita mesti mengaitkan dengan sejarah berdirinya kelistrikan
secara umum di Indonesia. Karena tanpa mengaitkan sejarah berdirinya kelistrikan

secara keseluruhan sulit untuk merumuskan berdirinya PT.PLN (Persero) Rayon
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Pekanbaru Kota Barat. Secara ringkas kita akan menjelaskan berdirinya kelistrikan
secaraumum di Indonesia.

Berawal di akhir abad 19, banyak didirikan perusahaan yang bergerak
dibidang kelistrikan. Pada awal. mulanya_perusahaan listrik tersebut hanya dibuat
untuk menunjang aktivitas kelistrikan pabrik-pabrik seperti pabrik teh dan pabrik gula
yang dimiliki oleh Pemerintah Belanda: Jadi dengan demikian tenaga listrik yang ada
pada saat itu hanya digunakan untuk keperluan sendiri. *®

Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-
perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan
tentara Jepang di awal Perang Duniall Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di
akhir Perang Dunia |l pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu.
Kesempatan ini_dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delagasi
Buruh/Pegawai Listrik dan-Gas yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat
berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-
perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945,
Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen
Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar
157,5 MW.

Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Rl dengan ketetapan
No0.1/s.d/1945 membentuk jawatan listrik dan gas yang bernaung dibawah

Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja. Dan mulai saat itu penyediaan

% Sejarah Berdirinya PLN Riau, artikel diakses pada 10 agustus 2022 dari http://www.pln.co.id/riau
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tenaga listrik nasional diseluruh Indonesia berada ditangan Pemerintah Republik
Indonesia. Dan menjadi dua bagian yaitu PLN untuk Perusahaan Lisrtik Negara dan
PGN untuk Perusahaan Gas Negara.*

Demikian pula halnya.dengan perusahaan Umum Listrik Negara cabang
Pekanbaru yang berdiri tanggal 1 januari 1950, yang hingga pada tahun 1967
merupakan Perusahaan Listrik, Cabang Bukit,Tinggl dan dikelola oleh Maskapai
Belanda dengan nama Ordnantie Generalle Electrice Matschappy (OGEM). Tetapi
dengan adanya Undang-Undang No. 68 Tahun 1968 mengenai pengambil alihan
seluruh perusahaan listrik asing maka perusahaan lisirik Ranting Pekanbaru ini juga
menjadi milik Negara Kemudian pada tahun 1978 Perusahaan Listrik Negara yang
telah dinasionalisasikan oleh Presiden RI dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1969
menjadi Perusehaan Umum (PERUM).'®

PERUM Listrik ~Negara dan berada dibawahnaungan Departemen
Pertambangan dan Energi dengan operasi meliputi seluruh wilayah Indonesia dan
dibagi atas wilayah kerja yang semuanya dikoordinir oleh Perum Listrik Negara
Wilayah 111 dengan landasan hukum berdirinyaPLN cabang Pekanbaru adalah
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1972. . Dengan adanya perkembangan diberbagai
daerah bidang seperti politik, ekonomi, sosiad, dan sebagainya serta untuk
meningkatkan profesionalisme Badan Usaha Milik Negara, maka Pemerintah

mengeluarkan peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 tanggal 30 Juli 1994, yang

% Arsip Sejarah Singkat PT.PLN (Persero) Wilayah Riau Cabang Pekanbaru,1945
100 hid.,
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isinya Perusahaan Umum Listrik Negara berubah menjadi PT. Perusahan Listrik
Negaraml

Kemudian dilanjutkan dengan ketetapan sebagai pemegang kuasa usaha
ketenagalistrikan..dan meneruskan usaha-usaha ketenagalistrikan dan meneruskan
usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan Peraturan Pemerintah
sebagal salah satu Badan Usaha-Milik:Negarae,yang mana pada saat itu keberadaan
PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dengan unitnya, sebelumnya merupakan dari PT.
PLN (Persero) Wilayah Il Sumbar Riau dan telah mengalami bebarapa kali
perubahan.'®

Berawal sebagai tindak lanjut dari keputusan Presiden No. 139 Tahun 1998
tangga 11 September 1998 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitas PT. PLN
(Persero) selanjutnya PLN menerbitkan keputusan Direksi No. 113.K/101/DIR/2001
tanggal 25 Me sehingga Wilayah 111 berubah, status menjadi PLN (Persero) Unit
Bisnis Sumbar Riau termasuk didal amnya pembentukan Wilayah Ussha Riau.'®

Pembentukan SBU pada tanggal 25 juni 2002 dikeluarkan keputusan
Direksi N0.083.K/010/DIR/2002 tentang Susunan Organisasi dan Uraian fungsi PT.
PLN (Persero) Wilayah Riau yang selanjutnya ditindak lanjuti Keputusan Direksi
N0.0576/440/DIW2002 tanggal 8 juni 2002 tentang penugasan General Mangjer
Wilayah Riau keputusan Direksi N0.089.K/0I0IDIR/2002 tentang perubahan

pengorganisasian Unit Bisnis dilingkungan PT. PLN (Persero) tangga 2 juli 2002

191 https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil -perusahaan Di Akses Pada Tanggal 5 Agustus 2022
102 :

Ibid.,
19 | id.,
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dengan Wilayah Kerja meliputi Provins Riau (diluar Batam) yang terdiridari 4 Unit

Operasional :

a. Cabang Pekanbaru

b. PT. PLN Rayon kota timur yang beralamat di jIn. Ronggo warsito No. 38
pekanbarul.
c. PT. PLN Rayon Marpoyan- simpang tiga yang beralamat di jIn. Kaharuddin

Nasution No. 51 pekanbaru.
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d. PT. PLN Rayon Panam yang beralamat di jIn. Subrantas Km 12,5 Pekanbaru
(depan rumah sakit jiwa tampan, Pekanbaru).
e. PT. PLN Rayon Rumbai yang beralamat di jin Sekolah No. 29 Pekanbaru.**
b) Vis dan Misi Perusahaan PT.PL N (Persero) Area Pekanbaru

Lahirnya suatu idealisme penting dalam kontribusi membangun citra yang
positif PT. PLN (Persero) Witayah-Riau ,Cabang Pekanbaru , untuk itu PLN
mempunyal visi dan mis sebagai berikut:

Visi dari PT.PLN adalah PT. PLN (Persero) Wilayah Riau Cabang
Pekanbaru di akui perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang unggul dan
terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. Visi. memberikan gambaran yang
jelas di masa-mendatang yang bisa di lihat oleh customer, stakeholders, dan
employee. Pernyataan visi yang bagus tidak hanya menginspirasikan dan menantang,
namun juga sangat bererti sehingga setiap pegawal bisa menghubungkan tugas yang
di lakukannya dengan visi. Pernyataan visi harus mampu menjadi inspirasi dalam
setiap tindakan yang di lakukan setiap pegawai.'®
Misi dari PT.PLN adalah sebagai berikut :

a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada
kepuasan pelanggan, anggota, perusahaan dan pemegang saham.
b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat.

104 Arsip, PT. PLN (Persero) Wilayah Riau Cabang Pekanbaru, 2001
1% Muhammad Rum, Bagian Staff Administrasi PLN Rayon Kota Barat, Wawancara, 09 Agustus 2022
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¢. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.

d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.*®

¢) Struktur Organisasi PLN Rayon Kota Bar at

1. Muhammad Rum
2. Ahmad Aji Prayitno
3. Yuhanis

1. Triando Saputra
2. Rahmahani Setiawati

(Sumber : PT. PLN (PERSERO) Cabang Pekanbaru Rayon Kota Bar at)

19 | pid.,
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E. Tinjauan Umum Tentang Hotel M ajestiq
a) Pengertian Hotel

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hotel adalah sebuah kata
benda yang memiliki- bangunan. berkamar _banyak yang disewakan sebagai tempat
untuk menginap dan tempat makan orang-orang yang sedang dalam perjaanan,
bentuk akomodasl yang dikelela komersial s disediakan untuk setiap orang untuk
mendapat pelayanan, penginapan, makan dan minum."®’

Hotel adalah suatu jenis usaha akomodasi yang menyediakan fasilitas
kamar untuk menginap dengan perhitungan pembayaran harian serta menyediakan
berbagal jenisfasilitas pel ayanan, seperti fasilitas penyediaan makanan dan minuman,
fasilitas konvensi dan pameran, fasilitas rekreasi  dan hiburan, fasilitas olahraga dan
kebugaran, fasilitas jasa layanan bisnis dan perkantoran, fasilitas jasa layaanan
keuangan, fasilitas perbelanjaan, serta pengembangan fasilitas penunjang lainnya
yang diperlukan untuk aktivitas tamu dan pengunjung.*®

Hotel “merupakan usaha penyediaan akomodasi yang paling utama
sebagaimana yang dikemukakan oleh R.G. Soekadijo bahwa diantara bermacam-
macam bentuk jasa kepariwisataan yang terpenting dan terlengkap sering disebut

hotel . 1%

Y7 Anonim, “Definisi Hotel menurut Buku Kamus”, https://hotel baik.com/definisi-hotel-menurutpara-
ahli-dan-buku-terbaru/ diakses padatanggal 10 agustus 2022

198 Anak Suryo, Tata Cara Mengurus 1zin Usaha, Pustaka Y ustisia, Y ogyakarta, tahun 2008, hal.22

1% Nengah Juliana,Kontrak Manajemen Hotel Jaringan Internasional, Bandung, PT. Citra Aditya
Bakti, tahun2004. him. 43.
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Dikatakan terpenting dan terlengkap karena pada hotel menyediakan

fasilitas terlengkap untuk konsumen, fasilitas itu meliputi:

a. Tempat untuk istirahat dan kamar tidur

bangunan yang menawarkan para wisatawan dua pelayanan dasar berupa
akomodasi (fasilitas penginapan) dan layanan makanan dan minuman.

c. Pengertian Hotel menurut AHMA (The America Hotel and Motel
Asossciation) yang kini bernama AHLA (American Hotel and Lodging

Association), Sebuah Hotel adalah sebuah pendirian bisnis utama yang
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menyediakan fasilitas untuk masyarakat umum yang mencakup satu atau
lebih dari satu fasilitas berikut : berupa pelayanan makan dan minum,
pelayanan kamar, pelayanan barang bawaan, pencucian pakaian, dan
penggunaan  prabot/fasilitas dan_menikmati hiasan-hiasan yang ada di
dalamnya.**®
c) Sejarah singkat hotel majestiq

Seiring dengan perkembangan zaman, bisnis perhotelan menjadi salah satu
bisnis yang menjanjikan, dengan meningkatnya tuntutan masyarakat tentang jasa
penginapan dan tingginya antusias yang ada didalamn masyarakat untuk melakukan
perjalanan pariwisata, itu membuat Piter Wongso ikut terjun dalam bisnis perhotelan
dengan mendirikan sebuah hotel yang bernama Hotel Majestiq, Hotel Majestiq adalah
sebuah hotel berbintang satu yang didirikan oleh Piter Wongso selaku pemilik
tunggal dan mulai beroperasi-padatahun 2010 yang beralamatdi J. Ir. Juanda No0.48-
50 Pekanbaru-Riau. Sejak mulai berdirinya hotel majestiq pernah mempekerjakan
sekitar 40 orang karyawan tetap, namun karena adanya pandemi yang melanda dunia
dan membuat bisnis perhotelan menjadi menurun. drastis sehingga hotel majestiq
harus mengurangi jumlah karyawannya yang awalnya 40 orang karyawan sekarang

menjadi 12 orang karyawan .
Vis hotel majestiq adalah Menjadi hotel dengan pilihan utama dan terbaik di

kota Pekanbaru, Riau

Sedangkan, Misi hotel majestiq adalah :

19 hitp://e-journal .uajy.ac.id/18954/3/M TA021992.pdf di akses tanggal 11 agustus 2022
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a. Memastikan kepuasan Custumer.

b. Memberikan karyawan dengan lingkungan kerja terbaik dan peluang Kkarir

yang luar biasa.

Ennginering

Zalfis

(Sumber : Hotel M ajestiq Pekanbar u)
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BAB |11
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A.Peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Dalam Penyelesaian
Sengketa Konsumen Antara.PLN (Perusahaan Listrik-Negara) Dengan Hotel
M aj estig Pekanbaru (Studi K asus No.260/Pdt.Sus/BPSK /2016/PN Pbr).

Penyel esaian sengketa konsumen dalam perkembangan kehidupan masyarakat
dapat diselesaikan oleh suatu badan atau lembaga yang secara hukum telah dibentuk
oleh pemerintah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999
tentang Perlindungan konsumen. Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen pada Kabupaten atau Kota di Indonesia adalah untuk menjawab dan
menyel esal kan berkembangnya permasalahan yang terjadi berkaitan dengan sengketa
di bidang perlindungan konsumen.***

Namun demikian badan ini baru terbentuk dan dilantik untuk wilayah Kota
Pekanbaru pada Tahun 2006 oleh Wali Kota Pekanbaru dengan fungs utama yaitu
menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Sejak
kelahirannya, BPSK" Kota Pekanbaru beranggotakan 9 (Sembilan) orang anngota,
terdiri dari 3 (orang) dari unsur pemerintah;. 3 (tiga) orang pelaku usaha, dan 3 (tiga)
orang unsur konsumen serta dibantu oleh 5 orang sekretariat dari unsur pemerintah,
penyelesaian sengketaini dilakukan diluar Pengadilan.

Peran BPSK (Badan Peyelesaian Sengketa Konsumen) dalam penyelesaian

sengketa konsumen antara PLN (Perusahaan Listrik Negara) dengan Hotel Majestiq

" pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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Pekanbaru (studi kasus N0.260/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Phbr) prosesnya bisa dilihat
dalam beberapa tahapan yaitu dimulai dari tahapan para pihak mengajukan gugatan
baik gugatan di BPSK sendiri maupun di Pengadilan Negeri, tahap kedua pada
persidangan dan berikutnya padatahap putusan perkara.

a) Tahap parapihak dalam mengg ukan gugatan

Sesuai.- dengan contoh, kasus:yang spenulis angkat tentang penyelesaian
sengketa antara Perusaan Listrik Negara (PLN) dengan Hotel Majestiq Pekanbaru,
dimana pada aval mulanya pihak Hotel Majestig yang mengajukan gugatan kepada
lembaga BPSK Kota Pekanbaru, dimana pihak dari Hotel Majestiq (pemohon)
merasa haknya sebagai konsumen dimasalahkan. Setelah Pihak BPSK menerima
laporan atau aduan tersebut, pihak dari BPSK' segera merespon dan memproses
laporan yang disampaikan oleh pihak Majestig, setelah itu pihak BPSK memanggil
pihak PLN sebagal (termohon), hingga sampainya saat masa persidangan dimulal
pihak PLN jugatidak hadir, proses persidangan dilakukan 2 kali.

Kemudian akhirnya pihak BPSK mengekluarkan putusan Verstek dengan
menerima semua dalil, gugatan pemohon. Setelah. putusan BPSK keluar pihak
termohon kemudian mengaukan.gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru
tentang putusan yang dikeluarkan BPSK, setelah proses sidang lanjut dan hingga
putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru keluar, tetap perbuatan yang dilakukan PLN
merupakan suatu peristiwa hukum vyaitu, tentang sengketa konsumen. Dimana
putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru menguatkan atas putusan BPSK Kota

Pekanbaru.
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1. Pemohon

Pada tahap gugatan yang dimasukana ke Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen Kota Pekanbaru, tentang permasalahan sengketa konsumen antara

1) Konsumen melakukan pengaduan kepada BPSK baik secara lisan atau
tertulis tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan
konsumen.

2) Terkait pengaduan ini, BPSK melakukan penelitian dan pemeriksaan

sengketa perlindungan konsumen.
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3) Penyelesaian sengketa konsumen wajib diselesaikan dalam waktu 21
hari kerja sgak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK Kota
Pekanbaru. Penyelesaian sengketa melalui BPSK dilakukan melalui
persidangan dengan cara Konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Konsumen yang merasa hak-haknya telah dirugikan dapat mengajukan
permohonan . penyelesaian _. sengketa [ konsumen melalui - Sekretariat  Badan
Penyelesalan Sengketa Konsumen. Pelaku usaha juga dapat melakukan hak yang
sama. Permohonan tersebut dapat digjukan secaratertulis atau secara lisan.

Permohonan yang digjukan untuk penyelesaian sengketa konsumen harus
dibuat secara benar dan lengkap dengan mengacu pada Pasal 16 K eputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, nomor : 350/M PP/K ep/12/2001
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa
K onsumen™*,

Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa konsumen dapat juga
dilakukan oleh ahli waris ataupun kuasanya. Permohonan yang digjukan oleh ahli
waris atau pihak yang diberikan kuasa dilakukan dengan memperhatikan persyaratan
yang telah ditetapkan pada Pasal 15 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/M PP/K ep/12/2001.

Proses Permohonan Penyel esaian Sengketa Konsumen sebagal berikut :

a. Pemohon Mengajukan Permohonan secaratertulis atau lisan,

112

Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, nomor :
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen
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b. Tanda terima yang diterima pemohon dari Sekretariat BPSK atau tanda

pemberitahuan penolakan,

(9]

. Jika Permohonan di terima lanjut dengan pemanggilan para pihak oleh

pilihan, diteriam

dari 3 (tiga) orang anggota yang mewakili semua unsur, dan menentukan

waktu sidang pertama.

13 pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



2) Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menentukan sidang 1
(pertama) dan dapat dilakukan sidang lebih dari 1 (satu) kali jika dibutuhkan,
tanpa melebihi waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja.

3) Dalam pelaksanaan sidang antara konsumen dan pelaku usaha dipertemukan
dalam sebuah forum musyawarah.

Pada saat konsumen dan-pelaku usaha.berada di forum musyawarah, maka
majelis mempunyai peranan yang berbeda pada dalam setiap metode atau cara
penyel esal an sengketa konsumen.

Konslias adalah suatu bentuk proses penyelesaian sengketa di luar
pengadilan. Pada proses tersebut dilibatkan pihak lain di luar pihak yang sedang
bersengketa, pihak lain tersebut bertindak sebagal konsiliator yang bersikap pasif.
Adapun yang bertindak sebagal konsiliator adalah majelis yang telah disetujui oleh
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. ***

Tujuan dilibatkannya konsiliator adalah agar dapat dengan mudah tercapai
kata sepakat atas permasalahan yang terjadi. Adanya konsiliator yang memiliki latar
belakang pengetahuan mengenai konsumen tentunya akan dapat mempermudah para
pihak untuk mencapai kat sepakat.™*

Konsiliator dapat mengusulkan solusi penyelesaian sengketa, tetapi tidak
berwenang memutus perkaranya. Majelis BPSK menyerahkan sepenuhnya proses

penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun jumlah

114

Maryanto, Op.,cit him 35
3 pid.,
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ganti kerugiannya. terhadap usulan konsiliator, para pihak yang bersengketa harus
menyatakan persetujuan atas usulan tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan
penyelesaian sengketa. '

Mediator .sebagal pihak. ketiga harus-memiliki sgumlah persyaratan dan
keahlian, yang membantu menjalankan proses mediasi. Mediator tidak melakukan
intervens  terhadap pengambitan [Kepdtusan., Maelis selaku mediator tidak
mempunyal wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para
pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang diserahkan kepadanya. '’

Dalam sengketa diamana sadah satu pihak lebih kuat dan cenderung
menunjukkan kekuasaannya, maka majelis selaku mediator memegang peran penting
untuk menyertakannya. Kesepekatan dapat tercapal dengan mediasi, jika para pihak
yang bersengketa berhasil mencapal saling pengertian dan bersama-sama
merumuskan penyelesaian~, sengketa  dengan sarahan konkret dari mediator.
Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang
bersengketa dengan didampingi oleh mediator. Mediator menyerahkan sepenuhnya
proses penyelesaian sengketa kepada para pihak;.bailk mengenai bentuk maupun
besarnya ganti kerugian atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya

kembali kerugian konsumen.™®

116 :
Ibid.,
117 syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional, Kencana,
Jakarta, 2011, him. 60.
18 |pid.,
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b) Tahapan para pihak dalam persidangan
1. Replik merupakan bagian dari jawaban yang disampaikan oleh pihak

(Pemohon/penggugat) atau eksepsi/jawaban dari (termohon/tergugat). Dalam

an oleh Badan
Pts/BPSK/I1X/2016
al 18 Juli 2016 telah

an bahwa :

c. Membebaskan pemohon dari biaya tagihan sebesar Rp. 110.483.334,-
(seratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga
puluh empat rupiah)

d. Menghukum termohon untuk memasang kembali aliran listrik dan serta

kwh listrik yang telah dicabut seperti semula;
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e. Menghukum termohon PT PLN (Perseroan) area Pekanbaru Rayon Kota

Barat untuk membayar kerugian konsumen atas biaya yang telah

dikeluarkannya untuk biaya jasa advokat sebesar Rp. 22.000.000,- (dua

d. Kewagjiban magelis BPSK untuk memberikan kesempatan yang sama bagi

parapihak, yaitu :

"9 putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Nomor : 048/Pts/BPSK/IX/2016
tanggal 20 Oktober 2016.
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1) Kesempatan yang sama untuk mempelgjari berkas yang berkaitan
dengan persidangan dan membuat kutipan seperlunya.

2) Pembacaan isi gugatan konsumen dan surat jawaban pelaku usaha, jika

t :120

".'é‘@

erakhir sampai

embawa alat bukti

%\i‘h\‘iz\‘\‘{»‘r‘

pencemaran akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkan, dan ataukerugian

konsumen atau jasa yang dihasilkan. Apabila gugatan dikabulkan, maka dalam amar

120 Maryanto, Op.,cit him 35
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putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, dapat berupa

ganti rugi atau sanksi administratif. ***

2. Pertimbang )

\ 'V
S Menpapat e
‘ B

‘r:Q‘
g5
g
=
Si—
Q
QD

eberatan/Semula

A ALK

nsumen (BPSK)

ertanggal 20 Oktober

JJJJJ

gan Hotel Majestiq

Keberatan  untuk

iga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)

adalah tidak sah demi hukum;

21 | pid.,
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c. Membebaskan Pemohon/Termohon Keberatan dari biaya tagihan sebesar
Rp. 110.483.334,- (seratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh tiga

ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)

NarNT)
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»

&
#,
o .
/
o
| ¥
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Berdasarakan hasil wawancara yang benulis lakukan kepada pihak Hotel
Maestiq, pihak Hotel menjelaskan setelah keluarnya putusan dari Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru hingga keluarnya juga putusan

dari Pengadilan Negeri Pekanbaru atas Keberatan yang di ajukan dari pihak

122 pytusan Nomor : 260/Pdt.Sus/'BPSK/2016/PN Pbr.
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Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Pekanbaru, sampal saat ini dari dalil-dalil
putusan yang di keluarkan tidak ada yang dilaksanakan dari pihak Perusahaan Listrik
Negara Pekanbaru atas ketetapan mengenai putusan yang ada, melainkan Pihak Hotel
M ajestiq membuat kwh meter yang baru, dengan sistem token.'*

Dalam hal ini Badan Penyel esaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru sudah
mel aksanakan tugas dan fungsinya dengan-baik; terkait permasalahan sengketa antara
Hotel Majestiq dan Perusaaan Listrik Negara Kota Pekanbaru. Dengan cara arbitrase,
penyelesaian masalah dapat diselesaikan dengan aturan yang dimiliki oleh Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru dan di kuatkan dengan putusan

Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru.

. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Peran BPSK (Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen) Dalam Penyelesaian Sengketa Koensumen Antara PLN
(Perusahaan Listrik Negara) Dengan Hotel Majestiq Pekanbaru (Studi Kasus
No0.260/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Pbr).

Perusahaan Listrik Negara merupakan Badan usaha milik Negara yang
bertugas untuk memastikan pasokan listrik.di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk
instansi pemerintahan dan masyarakat oleh karenaitu PLN menjadi salah satu badan
usaha milik Negara ayang sangat penting bagi kehidupan dan perekonomian
masyarakat Indonesia. Dengan banyaknya kebutuhan masyarakat terkait kebutuhan

sember energi listrik menyebabkan banyaknya masalah yang timbul dari pelayanan

' Hasil wawancara kepada pihak Hotel Majestiq pada tanggal 10 Agustus 2022.
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yang diberikan oleh pihak PLN kepada konsumen, sehingga sering terjadi aduan-
aduan yang diterima oleh PLN dari masyarakat baik dalam pelayanan maupun aduan
teknis.

Permasalghan yang timbul_dari aduan-tersebut banyak yang harus diproses
sampai kepada peradilan, yang tentunya membutuhkan biaya besar, dengan adanya
Badan Penyelesaian Sengketa <Konstimen (BPSK) tentunya menjadi salah satu
aternative penyelesaian sengketa yang diharapkan bisa memberikan keringanan bagi
para pihak yang bersengketa. BPK merupakan bagian dari bentuk roda organisasi
yang ada di Indonesia, guna melindungi hak-hak dari konsumen.

Dalam menggerakkan suatu roda organisas untuk tercapainya tujuan
organisas tersebuut, sudah pasti membutuhkan tersedianya berbagai sumber daya
sebagal penggerak organisasi tersebut. Berbagal sumber daya tersebut meliputi
sumber daya manusia, bahan baku pekerjaan,  perangkat kerja, prosedur kerja,
pembiayaan dan Faktor eksekusi terhadap putusan yang ada.

Faktor penghambat yang mempengaruhi peran BPSK (Badan Peyelesaian
Sengketa Konsumen).  dengan Hotel Majestig Pekanbaru (studi  kasus
No0.260/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Pbr) yaituyang berasal dari kinerja BPSK, kemudian
kurangnya sosialisasi dari BPSK dan lemahnya putusan dari BPSK sehingga para
pihak yang tidak puas dengan puusan BPSK bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan
Negeri.

BPSK Kota Pekanbaru sebagal sebuah organisas yang bergerak dibidang

perlindugan konsumen, memiliki beberapa kekurangan yang menghambat kerja dari
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organisass BPSK tersebut, terkhusus dalam menangani perkara antara Perusahan
Listrik Negara dengan Hotel Majestiq Pekanbaru, ada beberapa faktor penghambat
yang di alami Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru dalam
menyelesailkan permasalahan . tersebut, berikut  penulis. jabarkan faktor-faktor
penghambat yang timbul dalam permasalaha anatara Perusahaan Listrik Negara
K otya Pekanbaru dan Hotel M gjestiq Kota Pekanbaru, yaitu :
1. Faktor Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Kota Pekanbaru berjumlah 13 (tiga belas) orang, yang terdiri dari 9 (sembilan)
orang anggota dan 4 (empat) orang tenaga sekretari atan. Seluruh tenaga personalia
BPSK Kota Pekanbaru yang berjumlah 13 (tiga belas) orang tersebut berdasarkan
tingkat pendidikan telah memadai, sebab keseluruhannya berlatar belakang
pendidikan minimal sarjana (S-1).
Terdapatnya anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota
Pekanbaru yang tidak berpendidikan Sarjana Hukum disebabkan peraturan yang
mengatur persyaratan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota
Pekanbaru sebagai mana tertuang dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor
8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 7 Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen harus memiliki pendidikan terakhir

Sarjana Hukum.
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Untuk menutupi kekurangan dari anggota Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru yang memiliki latar belakang non Sarjana
Hukum, diharapkan BPSK Kota Pekanbaru berusaha untuk melakukan pelatihan
teknis dan fungsional di-bidang Perlindungan Konsumen, atau melakukan
kunjungan kerja ke BPSK Kabupaten/Kota yang lebih sudah dahulu terbentuk,
agar memiliki pengetahuan cyang:lebih sdalam tugasnya melindungi hak-hak
konsumen.

2. Faktor Anggaran Pembiayaan

Selain Sumber Daya M anusia, anggaran yang merupakan sumber daya
pembiayaan juga merupakan faktor penghambat yang sangat penting dalam setiap
kegiatan suatu organisasi atau lembaga. Sgjak terbentuknya BPSK pada tahun
2006, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki alokasi anggaran yang
sangat kecil:

Kenyataan ini menggambarkan partisipasi dan perhatian Pemerintah
K ota Pekanbaru terhadap BPSK K ota Pekanbaru masih rendah. Minimnya alokasi
anggaran yang diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru sangat berdampak terhadap
tingkat kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru. Padahal
keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 Tanggal 29 Agustus 2009 tentang
pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Pekanbaru,
pada Pasal 3 secara tegas menyatakan bahwa “biaya pelaksanaan tugas BPSK

dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

75



Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru sudah
memberikan permohonan penambahan anggaran kepada pemerintah Kota
Pekanbaru, namun Pemerintah Kota Pekanbaru masih memiliki keterbatasan
anggaran, sehingga belum-bisa memenuhi-semua permehonan dari BPSK Kota
Pekanbaru.

3. Faktor L embaga Peradilan:Serta L emabaga Penegak Hukum L ainnya

Selain dari_hambatan dari faktor internal, hambatan juga datang dari
faktor eksternal Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru. BPSK
Kota Pekanbaru sebagai badan yang melakukan penyelesaian sengketa di luar
Pengadilan seharusnya juga mendapatkan dukungan dari |Iembaga-lembaga
peradilan dan penegak hukum lainnya.

Badan penyedesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru masih
sering dianggap tidak berwenang untyuk menangani sauatu perkara termasuk
dengan cara arbitrase. Kurangnya komunikasi antara badan dan lembaga ini
membuat tidak efektifnya Badan penyelesaian Sengketa Konsumen sebagal badan
yang bertugas untuk melindungi konsumen..Ketika ke Pengadilan Negeri,
Pengadilan Negeri banyak yang mempertanyakan kewenangan dan tugas BPSK
Kota Pekanbaru, demikian juga jika BPSK Kota Pekanbaru melaporkan suatu
kasus yang mengandung unsur pidana kepada pihak kepolisian.

Untuk mengurangi rasa ketidaktauan lembaga peradilan dan penegak
hukum lainnya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru agar

melakukan komunikasi dan kordinasi yang lebih insentif dalam lembaga Peradilan
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dan Lembaga Penegak Hukum lainnya dapat 1ebih memahami tentang keberadaan
dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru,
kemudian seharusnya BPSK Kota Pekanbaru harus lebih merangkul dan
bekerjasama dengan lembaga peradilan danlembaga penegak hukum lainnya, agar
bersama-sama melindungi hak konsumen.

4. Faktor Daya Perangkat Kerja

Perangkat kerja atau lazimnya discbut prasarana dana sarana,
merupakan salah satu faktor penentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru pada saat memiliki
perangkat kerja atau prasarana dan sarana yang sangat tidak memadai.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru pada
kenyataannya sudah diberikan sebuah kantor yang bisa digunakan untuk menjadi
ruang persidangan oleh dinas Koperasi, usaha mikro kecil-menegah, perindustrian
dan perdagangan Kota Pekanbaru, agar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Kota Pekanbaru, agar BPSK bisa lebih leluasa dalan melakukan persidangan.
Namun, infrastruktur. yang ada pada bangunan itu juga masih sangat minim dan
tidak memiliki anggaran untuk memperbaikinya, sehingga BPSK memilih untuk
menumpang di bangunan kantor lain.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru diharapkan
agar memberikan permohonan penambahan anggaran kepada pemerintah Kota
Pekanbaru, agar dapat meminta penambahan pada sarana dan prasarana yang lebih

memadai .
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5. Faktor Eksekusi Hasil Putusan Yang Telah Ditetapkan

Dari beberapa faktor yang penulis jabarkan pada penjelasan sebelumnya, ada

jugafaktor yang tak bisa dilepaskan dalam permasalahan antara Perusahaan Listrik

tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
f.  Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konumen.
g. Memanggil pelaku usaha yang di duga telah melakukan pelanggaran

terhadap perlindungan konsumen.

124 pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan K onsumen
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h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang

dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang — Undang nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pekanbaru ditetapkan, belum ada pi Perusahaan Listrik Negara Melaksanakan
hasil dari beberapadalil poin putusan.'?
Setelah penulis turun kelapangan untuk melakukan wawancara, pihak dari hotel

Majestiq juga menyampaikan belum ada sama sekali hingga saat ini, padaha dalam

125

Hasil wawancara kepada pihak Hotel Majestiq padatanggal 10 Agustus 2022.
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putusan tersebut ada membebankan pihak Perusahaan Listrik Negara Kota Pekanbaru
untuk memasang kembali kwh meteran listrik yang di cabut dari hotel Majestiq,
dimana atas perbuatan tersebut Hotel Magjestiq mengalami kerugian. Karena hanya
sebagian listrik yang bisa diairi.listrik, karenahotel majestig memiliki dua kwh, dari
dua kwh hanya satu kwh yang bermasalah dengan pihak Perusaaahn Listrik Negara
K ota Pekanbaru. Dan hingoa akhirnya pihek Hetel membuat kwh atau meteran baru,
dengan sistem token. Dimana awal mulanya kwh atau meteran listrik yang digunakan
dengan sistem pembayaran perbulan.

Dari peristiwa permasalahan antara Perusahaaan Listrik Negara K ota Pekanbaru
dan Hotel Maestig Kota Pekanbaru dapat kita lihat secara bersama tentang
kurangnya penerapan atau eksekusi pasca keluarnya keputusan yang ingkrah. Ini
menjadi salah satu pekerjaan rumah Badan Penyeolesaian Sengketa Konsumen Kota
Pekanbaru, badan peradilan,dan  penegak hukum yang terkait untuk membahas
persoaan ini.

Ada beberapa _hambatan yang dihadapi BPSK dalam mengimplementasikan
Undang-undang Perlindungan Konsumen, diantaranya yaitu: hambatan kelembagaan,
hambatan pendanaan, hambatan.sumber daya manusia BPSK, hambatan peraturan,
hambatan pembinaan dan pengawasan dan rendahnya koordinasi antara aparat

penanggung jawab, hambatan kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan perlindungan
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konsumen, hambatan kurangnya repon masyarakat terhadap UU Perlindungan
konsumen dan lembaga BPSK .1?°

Hambatan yang muncul dalam eksekusi putusan BPSK berdasarkan Pasal 54
Ayat (3) UUPK, putusan BPSK. dari hasil_konsiliasi, arbitrase dan mediasi bersifat
final dan mengikat. Final berarti sesuatu yang harus dijalankan para pihak prinsip res
judicate pro vitatate habetur. adalah’suatu ‘putusan yang tidak mungkin lagi untuk
dilakukan upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyal kekuatan
hukum pasti. Putusan BPSK mestinya harus dipandang sebaga putusan yang
mempunyal kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde). Pasal 56 Ayat (2)
UUPK para pthak ternyata masih bisa mengajukan ‘keberatan™ ke Pengadilan Negeri
paling lambat. 14 hari seelah pemberitahuan BPSK. Hal ini- berarti bertentangan
dengan sifat putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat.**’

Hambatan juga timbul-pada saat eksekusi.Agar mempunyal kekuatan eksekusi,
putusan BPSK harus dimintakan penetapan (fiat eksekusi) ke pengadilan. Dalam
praktek, tidak mungkin memintakan penetapan eksekusi karena belum ada peraturan
atau petunjuk tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK.5 Perma

Nomor 1 Tahun 2006 tentang tata Cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK

pada hakikatnya hanya mengatur mengenal pengajuan keberatan terhadap putusan

126 Aries Kurniawan, Peranan Badan Penyelesaiab Sengketa K onsumen Dalam Penyelesaian Sengketa
Konsumen, Kompas 6 Agustus 2008, him.3
27 |bid.,
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BPSK. Pasa 2 Perma Nomor 1 Tahun 2006 mengatur bahwa yang bisa digjukan

keberatan adal ah terhadap putusan arbitrase BPSK .*%8

128 | pid.,

82



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

kemudian kurangnya sosialisasi dari BPSK dan lemahnya putusan dari BPSK
sehingga para pihak yang tidak puas dengan puusan BPSK bisa mengajukan

gugatan ke Pengadilan Negeri.
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B. Saran

Relevan dengan kesimpulan di atas tampak suatu problem atau kelemahan,
maka untuk itu penulis menyampaikan saran kepada pihak terkait sesuai dengan
problemnya masing-masing. Adapun sarannyasebagal berikut :

a. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru untuk masa yang akan
datang dapat memprogramkan publikasi .dan sosialisal tentang Perlindungan
Konsumen dan keberadaan BPSK Kota Pekanbaru. Publikasi dapat dilakukan
melaui berbagai media informas seperti media cetak ataupun media e ektronik.
Sedangkan sosidisasi bisa dilakukan hinga lepisan terbawah dengan harapan
masyarakat dapat memahami dan sadar akan kewsgjiban dan haknya sebagai
konsumen dan paham tentang wadah tempat mereka menyelesaikan sengketa jika
terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau penyedia jasa

b. Memperbaiki kinerja darl BPSK (Badan ,Penyelesaian”Sengketa Konsumen)
sehingga putusannya bisa lebih kuat, dengan didukung penetapan eksekusi (flat
eksekusi) dari ketua Pengadilan Negeri dimana Konsumen bertempat tinggal
sehingga masyarakat tidak membuang waktu dan biaya serta |ebih menghormati

putusan BPSK.
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